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Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim 
Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Karena Istri Menuntut Nafkah Melebihi 
Kemampuan Suami  (Studi Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg). 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana 
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak karena istri 
menuntut nafkah melebihi kemampuan suami dan bagaimana analisis hukum 
Islam terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak karena istri 
menuntut nafkah melebihi kemampuan suami. 
Data penelitian ini merupakan studi pustaka yang dihimpun dengan 
menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi dan selanjutnya data yang sudah 
terkumpul di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang berhasil 
dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan polapikir deduktif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Malang mengabulkan permohonan pemohon karena istri menuntut nafkah 
melebihi kemampuan suami telah menyebabkan antara pemohon dan termohon 
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 
hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis Hakim memutus berdasarkan pasal 
39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan vide pasal 19 huruf 
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  pasal 116 huruf (f). 
selain itu dalam Hukum Islam istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami 
menjadi sebab terjadinya syiqāq. Syiqāq adalah adanya pertengkaran antara 
suami istri yang tidak mungkin dapat didamaikan. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan Kepada Pengadilan 
Agama sebagai lembaga yang berperan untuk menegakkan hukum hendaknya 
dalam memberikan putusan lebih memperhatikan dan memfokuskan pada alasan 
perceraian yang diajukan oleh para pencari keadilan dan mencari penyebab 
terjadinya perceraian secara mendalam dan berusaha semaksimal mungkin untuk 
mendamaikannya, Agar di kemudian hari tetap terus menjunjung tinggi 
kebenaran dan keadilan untuk kemaslahatan umat. Dan kepada para pihak yang 
akan melangsungkan pernikahan untuk lebih memahami dan mengerti 
kepribadian calon pasangannya agar ketika sudah terikat dalam sebuah ikatan 
pernikahan masing-masing pihak bisa saling memahami dan menghargai 
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A. Latar Belakang Masalah  
Perkawinan merupakan sunna>tu>llah yang umum dan berlaku pada 
semua mahluk-nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 
adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluk-nya 
untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
1
 
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut 
dengan dua kata yaitu nika>h dan za>wa>j. kedua kata ini yang terpakai dalam 
kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak tedapat dalam Al-Quran dan 
Hadis Nabi. Kata na>-ka>-ha> banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti 
kawin, seperti dalam surat al-Nisa’ ayat 3 yaitu:  
 نْ إِ وَ  نْ تُ نْ 
إِ   لَّاوَ  اوتُط إِسنْقتُ ت  إِ  ىٰ وَا وَ وَ نْاا اوتُحإِكنْن وَف  وَا  وَا وَ   نْ تُكوَا  وَ
إِا  إِا وَس
إِنِّلاا نْ إِإوَف ۖ وَع وَبَتُروَ  وَث وَلَتُثوَ  ىٰوَنَنْ ثوَا 
اوتُاوتُعوَ ت لَّا وَ  ىٰوَنَنْدوَ  وَكإِا ىٰوَذ ۚ نْ تُكتُن وَنْيْوَ  نْتوَكوَلوَا  وَا نْ وَ  ًة وَد
إِحاوَووَ ف اوتُا
إِدنْعوَ ت لَّا وَ  نْ تُ نْ 
إِ  
 
Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka 
kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, 
tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 
Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang 
kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepadanya tidak 
berbuat aniaya.”2 
                                                             
1Tihami Dan Sobari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah lengkap, (Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada, 2010), 6. 
2 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an Al-Hikmah dan Terjemahannya, (Bandung : CV Penerbit 
Diponegoro, 2012), 77. 



































Demikian pula banyak kata za>-wa>-ja> dalam al-Quran yang berarti 
nikah, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37 yaitu :
3
 
 نْذإِ وَ  تُووتُقوَ ت ي
إِذلَّالإِا  وَ وَعنْ نوَ   تُلَّااا  
إِ نْ وَلوَ   وَتنْ وَعنْ نوَ وَ  
إِ نْ وَلوَ   نْك إِسنْاوَ   وَكنْ وَلوَ   وَكوَ نْ وَز  إِلَّاتاوَ   وَلَّااا ي
إِ نْتُتُوَ   إِ  وَك
إِسنْ وَ ن  وَا 
 تُلَّااا  
إِ  إِدنْ تُا  وَشنْوَتُوَ   وَس لَّالاا  تُلَّاااوَ   نْ وَ  قُّ وَحوَ   تُا وَشنْوَتُ  لَّا وَلوَ ف  وَضوَق  ٌدنْ وَز  وَه نْ ل
إِا ًاروَ وَ   وَهوَك وَل نْ لَّا وَز  نْيوَك
إِا  وَ  وَوتُكوَ  
 وَ إِلإِانْ تُ نْاا  وَلوَ   ٌ وَروَح  إِ  إِ اوَ نْزوَ   نْ إِه
إِا وَ إِ نْدوَ  اوَذإِ  انْووَضوَق  لَّا تُه نْ ل
إِا ًاروَ وَ   تُرنْاوَ  وَ  وَكوَ   
إِلَّااا  ًوتُع نْ وَا  
 
Artinya : “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi 
nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada 
Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang 
Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang 
Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid 
telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), 
Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi 
orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat 
mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan 
keperluannya dari pada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti 
terjadi.”4 
 
Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut 




                                                             
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
undang Perkawinan,Ed.1.Cet 1, (Jakarta : Prenada media, 2006), 35. 
4 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an A-Hikmah dan Terjemahannya,..., 423. 
5 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, (Jakarta : CV Akademika Pressindo,2010), 
114. 



































Perkawinan juga menjadi awal kehidupan yang baru bagi seseorang, 
oleh hal tersebut Allah tidak menjadikan manusia mempunyai sifat yang bebas 
untuk mengikuti nalurinya seperti makhluk lain yang bebas untuk melakukan 
suatu hubungan antara jantan dan betina yang tidak ada aturan dalam suatu 
kehidupan. Maka dari itu Allah menjadikan hukum bagi manusia untuk 
menjaga martabat dan kehormatan tersebut, dengan itu hubungan antara laki-
laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan antara 
keduanya dalam sebuah perkawinan. 
Selain itu pelaksanaan perkawinan perlu adanya suatu pencatatan 
untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan 
suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk 
melindungi martabat dan kesucian suatu perkawinan, dan lebih khusus lagi 
melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan  




Ketika seorang laki-laki (suami) sudah mengikat seorang perempuan 
dalam sebuah ikatan janji perkawinan, maka mulai saat itu suatu tanggung 
jawab besar yang akan diemban sebagai seorang suami dan kepala rumah 
tangga. Seperti yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah apabila 
telah jatuh akad nikah yang sah (sesuai dengan ketentuan fikih), maka wajib 
bagi keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban didalam perkawinan, yaitu 
                                                             
6 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, Cet. VI, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 
107. 







































Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat 
semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak 
menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal 
dirumahnya, mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik 
anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi 
kebutuhannya, memberikan belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami-
istri masih terjalin dan istri tidak durhaka atau ada hal-hal lain yang 
menghalangi pemberian nafkah. 
Dalam UU No. 1 Tahun. 1974 pasal 34 ayat 1 menjabarkan "Suami 
wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
rumah tangga sesuai dengan kemampuannya". 
Keterangan di atas jelas bahwa suami dituntut untuk melaksanakan 
kewajibannya sebagai suami, sesuai dengan firman Allah SWT : 
 وَلوَ    إِدوتُانْووَ نْاا  تُ وَا  لَّا تُهتُ قنْزإِر  لَّا تُهتُ توَو نْس
إِكوَ   
إِو تُرنْعوَ نْا إِبَ  
 
Artinya : “Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada 
para ibu (istri) dengan cara yang baik”.( QS. Al-Baqarah :233).8 
 
Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka 
suami wajib menaggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti 
: makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta 
                                                             
7 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz II, (Beirut : Dar al-fikri, 2006), 531. 
8 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an A-Hikmah dan Terjemahannya , (Bandung : CV Penerbit 
Diponegoro, 2012), 37. 



































nafkah lebih dari kemampuan suaminya, yang di maksud melebihi kemampuan 
suami ialah suami sudah berusaha keras sekuat tenaga untuk mencukupi nafkah 
keluarga akan tetapi istri-nya masih belum juga merasa tercukupi dengan 
penghasilan yang di dapat oeh suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah 
yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan 
kemampuannya.  
Di dalam Al-Qur’an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah 
suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian 
nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan 
kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan 
kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan 
sesuai pula dengan penghasilan suami. 
Al-Qur’an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk 
hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar 
keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah 
tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami istri 
yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para 
ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di 
berikan suami kepada istri. 
Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan 
jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti 
makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di 
perlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini 



































berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami 
memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah 
bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan 
hanya melihat bagaimana istrinya
9
. 
Sedangkan Menurut golongan Syafi’i dalam penetapan jumlah nafkah 
bukan di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya 
berdasarkan syara’. Walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan golongan 
Hanafi, yaitu tentang memperhartikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, 
bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. 




Suami istri harus bisa menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga 
dengan saling memberikan kasih sayang dan saling mengerti satu sama lain 
untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Apabila  istri masih 
kurang atas nafkah suaminya padahal suaminya sudah berusaha untuk 
mencukupinya, maka  istri harus bisa memahami bahwasannya suami tersebut 
sudah berusaha keras untuk mencukupi keluarganya. 
Dalam sebuah perkawinan terdapat satu prinsip yaitu menguatkan 
ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya karena sebuah 
perkawinan bukan hanya perbuatan perdata semata tetapi juga sebagai ikatan 
yang suci yag berkaitan dengan keimanan kepada Allah, sehingga harus ada 
usaha yang dilakukan agar hubungan itu terus berlanjut. Tetapi jika semua 
                                                             
9
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz II, (Beirut : Dar al-fikri, 2006), 83. 
10 Ibid, 84 



































harapan dan kasih sayang yang ada dalam sebuah perkawinan itu musnah dan 
perkawinan menjadi suatu hubungan yang membahayakan dan memunculkan 
kemudaratan maka dalam hal ini islam memberikan jalan keluar ketika suami-
istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti ketidak 
cocokan pandangan hidup dan perselisihan rumah tangga yang tidak bisa 
didamaikan lagi, maka diberikan jalan keluar yang dalam istilah fikih disebut 
dengan talak (perceraian). Agama Islam membolehkan suami-istri bercerai, 
tentunya dengan alasan-alasan tertentu walaupun perceraian tersebut dibenci 
Allah. 
Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami 
istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah sebelumnya mengadakan 
upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak 
suami atau permintaan istri kepada suami untuk menceraikan dirinya yang 
disebut cerai ta>la>q. 
Masalah talak menjadi hak pihak suami oleh para ulama telah 
disepakati, karena khitba>h atau pelaku kata ta>la>qa >dalam ayat al-Quran selalu 
laki-laki, jadi pelaku hukum talak pun tentu pihak suami. Hak talak ini dapat 
digunakan untuk menjadi jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi suami 
dalam melangsungkan situasi rukun damai dalam kehidupan rumah tangga. 
Rumah tangga yang dibangun melalui a>ka>d nika>h harus dilandasi dengan rasa 
cinta kasih antara dua belah pihak, sehingga apabila rasa cinta menjadi tidak 



































ada diantara mereka dan sulit dipulihkan, tetapi yang ada kemudian hanya 
benci membenci, terbukalah pintu yang memberi hak talak kepada suami.
11
 
Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun 




Dalam hal ini untuk dapat mengajukan perceraian ke pengadilan, harus 
terpenuhi dulu alasan-alasan perceraian yang dibenarkan. Secara jelas dalam 
Pasal 39 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 vide pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa alasan-alasan 
yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan perceraian adalah : 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain 
sebagainya yang sukar di sembuhkan.  
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
di luar kemampuanya.  
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.  
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 




Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 terdapat 
penambahan 2 (dua) alasan yang disesuaikan dengan hukum Islam, yaitu : 
                                                             
11 Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Per ikatan, Cet.13, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 
Lihat juga Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Undang - undang 
Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1981), 118-119. 
12 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
undang Perkawinan, 201. 
13 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, dengan tambahan 
Undang-undang Agraria dan Undang-undang Perkawinan. Pasal 19, (Jakarta : PT.Pradnya 
Paramita, 2004), 566-567. 



































1. Suami melanggar taklik talak.  
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 




Dengan demikian, jika seseorang telah mempunyai alasan seperti yang 
dijelaskan di atas maka ia bisa mengajukan perceraian ke pengadilan. Seperti 
yang terjadi di Pengadilan Agama Malang perkara cerai talak nomor 
2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tentang perkara perceraian kerena istri sering 
merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh suami, padahal suami 
sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga. Pada saat semula 
rumah tangga pemohon/suami  dan termohon/istri berjalan dengan baik, rukun 
dan harmonis. namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2014 ketentraman 
rumah tangga Pemohon/suami dengan Termohon/istri mulai goyah, sering 
terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon/istri sering 
merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon/suami, 
padahal Pemohon/suami sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah 
keluarga. 
Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga pada Kompilasi Hukum 
Islam pasal 116 tidak dijelaskan secara rinci tentang jatuhnya talak 
dikarenakan istri sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh 
                                                             
14 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2010), 
141. 



































suami, padahal suami tersebut sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah 
keluarga. Yang di jatuhkan oleh hakim untuk memutus suatu pernikahan.  
Oleh karena itu penulis tergerak untuk meneliti hal tersebut ke dalam 
sebuah skripsi. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil 
permasalahan ini sebagai skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam 
terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak karena Istri 
Menuntut Nafkah Melebihi Kemampuan Suami (Studi Putusan Nomor 
2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)”. 
 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Dari paparan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi 
masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut: 
1. Pengertian perkawinan  
2. Perkawinan menurut Undang-Undang  
3. Perkawinan menurut Hukum Islam  
4. Hak dan kewajiban antara suami istri 
5. Pengertian perceraian 
6. Faktor-faktor penyebab perceraian 
7. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak karena 
istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami 



































8. Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam mengabulkan 
permohonan cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan 
suami. 
Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membatasi yang 
akan diteliti pada dua masalah saja, yaitu : 
a. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak karena 
istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami 
b. Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam mengabulkan 
permohonan cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan 
suami. 
 
C. Rumusan Masalah   
Masalah yang telah dibatasi di atas berkaitan dengan putusan 
Pengadilan Agama Malang perkara Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai 
talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami ? 
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam 
mengabulkan permohonan cerai talak karena istri menuntut nafkah 
melebihi kemampuan suami ? 
 
 



































D. Kajian Pustaka 
Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit 
relevansi dengan penilaian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Penelitian oleh Hulaifatul Hamimah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap 
putusan Pengadilan Agama Malang No. 2193/Pdt. G/2012/PA.Mlg. 
Tentang cerai gugat karena tuntutan Nafkah”, Pada tahun 2013. Dalam 
skripsi tersebut dijelaskan bahwa pokok perkara yang diangkat adalah istri 
keberatan dengan suaminya karena tidak mampu mencukupi nafkah yang 
harusnya diberikan seorang suami kepada istrinya. Dalam skripsi ini bahwa 
suami/termohon mempunyai perempuan simpanan atau Wanita Idaman 
Lain (WIL) setelah adanya ikatan perkawinan dengan istri/pemohon.
15
 
2. Penelitian oleh Abdul Malik, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Putusan 
Pengadilan Agama Gresik NO. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs tentang cerai talak 
karena Adanya Pria Idaman Lain (PIL)”, pada tahun 2015. Skripsi tersebut 
memfokuskan terhadap istrinya yang tidak mampu dan mencukupi 
                                                             
15 Hulaifatul Hamimah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang 
No. 2193/Pdt. G/2012/PA.Mlg. Tentang Cerai Gugat Karena Tuntutan Nafkah” (Skripsi--UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 2013).   



































kebutuhan yang layak kepada suaminya dan diketahui telah menjalin 
hubungan dengan laki-laki lain.
16
 
3. Penelitian oleh Moh. Hafid Nasrullah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap 
putusan PA Lamongan Nomor.2360/Pdt.G/2010/PA Lmg tentang 
perceraian karena suami Mafqud (Ghaib)”, pada tahun 2012. Skripsi 
tersebut memfokuskan pembahasannya pada perginya suami dari tempat 
tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan dalam waktu yang lama. 
Sehingga menimbulkan permasalahan keharmonisan dalam berumah tangga 




Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama 
berkaitan dengan perceraian sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada 
faktor istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan apa yang sudah menjadi suatu rumusan masalah 
penelitian ini, maka ada beberapa tujuan dalam penelitian, sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan  
cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami. 
                                                             
16 Abdul Malik, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik NO. 
0181/Pdt.G/2013/PA.Gs Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain (PIL)” (Skripsi--
UIN Sunan Ampel Surabaya,2015). 
17 Moh. Hafid Nasrullah, “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Lamongan tentang 
Perceraian karena suami Mafqud” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012). 



































2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim 
dalam mengabulkan permohonan Cerai Talak karena istri menuntut nafkah 
melebihi kemampuan suami. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dengan tercapainya tujuan tersebut, penulis berharap penelitian ini 
bisa berkontribusi dalam dua aspek yaitu : 
1. Aspek Teoritis  
Dari hasil penelitian ini dapat menambah pemikiran keilmuan yaitu 
untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum 
kekeluargaan khususnya dalam perceraian Islam. 
2. Aspek Praktis 
Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan 
pertimbangan bagi para hakim untuk memberi putusan yang layak kepada 
para pencari keadilan dalam menghukumi status talak dan implikasinya. Di 
samping itu juga sebagai acuan dan pertimbangan, khususnya mahasiswa 
dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya tentang masalah 
yang sama atau serupa.  
 
G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan 
interpretasi dalam memahami pokok bahasan skripsi ini, maka disini ada 



































beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-
istilah yang dimaksud adalah : 
1. Hukum Islam yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
2. Cerai Talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami 
untuk memutus ikatan perkawinan dengan istri di depan majelis hakim 
Pengadilan Agama Malang. 
3. Istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami adalah istri sering 
merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh suami, padahal suami 
sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga. 
Dari definisi operasional tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud 
dari judul penelitian adalah menjelaskan tentang “Analisis Hukum Islam 
terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak karena Istri 
Menuntut Nafkah Melebihi Kemampuan Suami (studi putusan Nomor 
2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg). 
 
H. Metode Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kualitatif,  metode 
penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 
 



































1. Data yang dikumpulkan  
Dalam penelitian ini berkaitan tentang: Pertimbangan hukum hakim 
dalam memutus perkara perceraian karena istri menuntut nafkah melebihi 
kemampuan suami di Pengadilan Agama Malang. 
2. Sumber Data  
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari 
mana data dapat diperoleh. Berdasarkan data yang telah dihimpun, maka 
sumber data penelitian ini adalah : 
a. Data primer  
Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat secara umum, seperti salinan putusan Pengadilan 
Agama Malang Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tentang cerai talak.  
b. Data sekunder 
Yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain.
18
 Dalam 
penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal 
hukum, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian, antara lain : 
1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
3) Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam. 
4) Tihami dan Sobari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah 
Lengkap. 
                                                             
18 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: 
PT.Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69. 



































5) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jus II. 
6) Slamet Abidin, Fikih Munakahat II. 
7) Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan. 
8) Hasan Ayyub, Fikih Keluarga. 
9) Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. 
10) Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia. 
11)  Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. 
12) Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian. 
13) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara 
Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. 
c. Sumber data tersier 
Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.
19
 
3. Tehnik Pengumpulan Data  
Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya 
adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi dimana dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda 
tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan 
sebagainya.
20
 Dalam hal ini dokumen yg terpenting adalah putusan 
Pengadilan Agama Malang Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. 
 
 
                                                             
19Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). 106. 
20 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158. 



































4. Teknik pengolahan data  
a. Editing yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat dari segi 
kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian antara data satu dengan 
yang lain. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan 
data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai 
sumber-sumber studi dokumentasi. Dalam hal ini data yang akan 
dilakukan editing adalah data yang diperoleh dari salinan putusan dan 
dokumen-dokumen yang lain.  
b. Pengolahan (organizing) yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian 
rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 
rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang di peroleh
21
. 
Melalui teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran 
terkait penerapan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 
2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. 
c. Analizing, mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah 
disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut agar 
dapat ditarik kesimpulan. Analizing dilakukan untuk mengetahui 
kesesuaian antara Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 
2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. dengan Hukum Islam.  
5. Teknis analisis data  
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis 
data, dengan metode sebagai berikut :, 
                                                             
21 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153- 
154. 



































a. Deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dengan cara memaparkan 
data apa adanya dalam hal ini data pertimbangan hukum hakim dalam 
putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Kemudian dianalisa dengan 
Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 
Kompilasi Hukum Islam. 
b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel data 
yang bersifat umum, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian 
diaplikasikan kepada variabel data yang bersifat khusus dalam hal ini 
pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 
2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. 
 
I. Sistematika Pembahasan  
Supaya pembahasan dari penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai 
berikut : 
Bab Pertama, Pendahuluan, merupakan keseluruhan isi skripsi yang 
terdiri dari; latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional. Metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber 



































data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data,dan teknik analisis 
data), dan sistematika pembahasan 
Bab Kedua, Menjelaskan kajian teoritis tentang perceraian dalam 
Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam, meliputi pengertian perceraian, 
dasar perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk-bentuk perceraian dan 
akibat perceraian. 
Bab Ketiga, Menjelaskan gambaran umum dan sejarah singkat 
Pengadilan Agama Malang dan dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam 
menangani perkara cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi 
kemampuan suami Putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg.  
Bab Keempat, Analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum 
yang dipakai oleh hakim dalam kasus cerai talak karena istri menuntut nafkah 
melebihi kemampuan suami Putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg.  
Bab Kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
 


































PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 
TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 
 
A. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan 
 
1. Pengertian Perceraian 
 
Kata ‚cerai‛ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v 
(kata kerja) 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. 
Kemudian kata ‚perceraian‛ mengandung arti: n (kata benda), 1. 
Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun 
kata ‚berceraian‛ berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, 
bersatu) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).
1
 
Jadi, istilah ‚perceraian‛ secara yuridis berarti putusnya perkawinan 
yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti 
berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus Besar Bahasa 
Indonesia diatas.  
‚Putusnya Perkawinan‛ adalah istilah hukum yang di gunakan 
dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan ‚Perceraian‛ atau 
berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan 
perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.
2
 
                                                             
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185. 
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
undang Perkawinan, Ed.1.Cet.1, (Jakarta : Prenada media, 2006), 203. 

































Perceraian adalah merupakan bagian dari perkawinan dimana telah 
pernah di sebutkan bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak 
ada perkawinan tentu tidak ada perceraian, karena itu perkawinan adalah 




Bila ternyata pernikahan tidak dapat dilanjutkan karena sebab sebab 
yang cukup beralasan, haruslah ada suatu jalan keluar, membiarkan kedua 
belah pihak tidak boleh memutuskan pernikahan mereka padahal sudah 
nyata pernikahan mereka tidak dapat di persatukan lagi adalah suatu 
penyiksaan, jalan keluar yang terbaik yang dimaksud adalah perceraian.
4
 
Perceraian menurut Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah 
‚Putusnya Perkawinan‛. Adapun yang dimaksud putusnya perkawinan 
adalah menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ‚Ikatan lahir batin 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‛. 
Dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP Nomor. 
9 Tahun 1975, perceraian yaitu yang gugatan cerainya diajukan oleh dan 
atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap 
terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya 
                                                             
3 H.M Djamil Latif., Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Ghalia: Indonesia,1985 ), 27. 
4 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Belanda, 
(Surabaya: Airlangga University Press 1996) , 30. 

































pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di kantor catatan sipil (vide 




2. Dasar Hukum Perceraian 
Dalam undang-undang Indonesia mengenai perceraian ini diatur 
dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
tercantum pada pasal 38 sampai 41. Pada pasal 38 undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : a) kematian b) 
perceraian, dan c) atas putus pengadilan. 
Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian 
atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena 





3. Alasan-alasan Perceraian  
Alasan perceraian dapat dijumpai dalam peraturan pemerintah 
Nomor  9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yaitu :  
Dalam pasal 19 dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat di pakai 
untuk mengajukan cerai ada enam poin yang harus diperhatikan. Diantara 
                                                             
5 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 18. 
6 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. 4, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 
2003), 206. 

































poin tersebut yaitu bila salah satu pihak (suami atau istri) melakukan 
perzinaan atau pemabuk pemadat, dan lain sebagainya yang sukar di 
sembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena 
hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman 
penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain; Salah satu pihak mendapat cacat 
badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami isteri; Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga. 
Untuk alasan perceraian ini, dalam KHI juga menjelaskan hal yang 
sama tentang perceraian. Hanya saja di dalam KHI terdapat dua point 
tambahan dalam penyempurnaanya, yaitu bila suami melanggar taklik talak 
yang sudah disepakati sebelum menikah dan salah satu pihak berpindah 
dari agama Islam (murtad) yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam 
rumah tangga. 
 
4. Bentuk-bentuk perceraian  
Perceraian menurut undang-undang perkawinan ada dua bentuk 
yaitu : 

































a. Cerai Talak  
Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami. Menurut 
hukum Islam suamilah yang mempunyai kekuatan memegang tali 
perkawinan. Oleh karena itu suamilah yang berhak melepas tali 
perkawinan tanpa dengan mengucap ikrar talak. Dengan demikian 
apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan 
gugatan perceraian melainkan permohonan izin talak. Pengadilan agama 
akan menilai apakah sudah selayaknya suami mentalak istrinya dengan 




Permohonan cerai talak meskipun berbentuk permohonan tetapi 
pada hakekatnya adalah kontensius, karena didalamnya mengandung 
unsur sengketa. Oleh sebab itu harus diproses sebagai perkara 
kontensius untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum. 
b. Cerai Gugat  
Cerai gugat adalah peceraian yang disebabkan oleh adanya suatu 
gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan. Dan 
perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.
8
 Gugatan perceraian di 
ajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 
 
                                                             
7 Ibid, 207. 
8 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 Th 1974 
Tentang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty, 1997), 131. 

































5. Akibat Perceraian 
Perkawinan dalam Islam adalah Ibadah dan mitsa ̄qan ghalīdh 
(Perjanjian Suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi 
perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-
akibat hukumnya yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.
9
 
Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
menjelaskan akibat tersebut, yaitu terdapat dalam pasal 41 yang berisi tiga 
point, diantaranya : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban  memelihara 
dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan 
memberi keputusan; bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak 
dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan 
dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan 
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 
 
B. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam 
1. Pengertian dan Dasar Perceraian 
a. Pengertian Perceraian 
Talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah sebab 
memutuskan kasih sayang. Talak diambil dari kata Itlāk, artinya 
                                                             
9 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Cet. VI, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 
282. 

































melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah 
melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.
10
 
Menurut syara’ ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata 
atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.
11
 
Perceraian dalam istilah ahli fiqih yang berasal dari bahasa arab 
yaitu kata “ َ  َ ْ ِ” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan 
berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara’ talak adalah : 
 ٌ  ِ  َر  ِ َ ِ  زَّلا   َو  ِ  َو  ُا  َنْ ِ   َ  َْا   ِ َ  زَّلْا   ْو  زَّيِج  
 
Artinya : ‚Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami 
istri‛.12 
 
Perceraian menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam adalah 
‚Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak‛. 
Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Talak 
adalah ‚Ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi 
salah satu sebab putusnya perkawinan‛. 
Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga 
setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi 
suaminya. Ini terjadi dalam talak ba’in, sedangkan arti mengurangi 
                                                             
10 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 2 (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 09. 
11 Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’I (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 354. 
12 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Cet.1.jilid. 2, ( al-Qahirah: Dar al-Fath Li al-I’lam al- ‘Arabi, 
2000), 155. 

































pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami 
yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami 
dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi 
hilang hak dalam talak raj’i.13 
 
b. Dasar Hukum Perceraian 
Talak disyari’atkan dalam al-Qur’an, sunnah, dan juga ijma’.14 
Meskipun sebenarnya talak itu dibenci Allah, hal ini masih dibolehkan 
selama penikahan yang telah terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini 
merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu pernikahan jika 
pernikahan tersebut menjumpai masalah yang tak dapat diselesaikan 
melalui jalan perdamaian. 
Adapun dasar dari diperbolehkannya talak, antara lain:  
1) Al-Qur’an  
 ْم ُنْن ْنْينْ   ْوَض َرنْت  َذِإ زَّن َُج َوَْزأ َنْحِكْننْي َْنأ زَّنُهوُلُض ْنْت  ََف زَّن َُلَجَأ َنْغَلنْبنْف َا َسِّنا  ُمُتْقزََّل   َذِإَو
 ُر َ َْأَو ْمُكَا ىَْكَزأ ْمُكِاَذ ِرِخَْلْ  ِمْونْيْا َو ِزَّللَِّبِ ُنِمْؤُنْي ْمُكْنِم َن َك ْنَم ِه ِ ُظَعُوي َكِاَذ ِفوُر َْمْاِبِ
 َنوُمَل ْنْت  َ ْمُتنْ َأَو ُمَل ْنْي ُ زَّللَّ َو 
 
Artinya :‚Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 
                                                             
13 Tihami Dan Sobari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah lengkap, (Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada, 2010), 229. 
14Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Cet. 3, Juz. 7, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 
357.  

































ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang 
beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. 
Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui‛. (QS Al-Baqarah : 232).15 
 
 َ   َُّنَْيأ  ُّ ِزَّنا   َذِإ  ُمُتْقزََّل   َا َسِّنا   زَّنُهوُقَِّل َف  زَّنِ ِ زَّ  ِِا  وُص َْأَو  َ زَّ  ِْا   َزَّللَّ   وُقزَّنْت َو  ْمُكزَّ َر وُِجرُْتُ َ  
 زَّنُه  ْنِم  زَّنِ ِوُيُنْ   ََو  َنُْجرْ َ  زَِّإ  َْنأ  َ ِْت َ  ٍ َنِّينْبُم  ٍ َ ِ  َ ِ  َكِْلتَو  ُوو ُ ُ  ِزَّللَّ   ْنَمَو  َوو ُ ُ زَّ  َنْتنْي 
 ِزَّللَّ   ْ َقنْف  َمََل   ُهَس ْنْ   َ ي ِر َْت  زَّ  ََا  َزَّللَّ   ُ  ِْ ُ  َ  ْنْ   َكِاَذ  ًرَْمأ  
 
Artinya : ‚Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu 
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 
dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah 
waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-
hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim 
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui 
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang 
baru‛. (QS At-Talaq : 1).16 
 
2) Sunnah  
 َا  َ  زَّ ِزَّنا  زََّن  َرَمُع ِن ْ  ِنَع : ُ  َزَّ ا  زَّ َج َو زَّلَع  ِ  َ ِ ِا َ َ ْ ُ َغنْ َ ) ن   و وو و و    
هج م( 
 
Artinya : ‚Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. 
bersabda: ‚Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza 








                                                             
15 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an Al-Hikmah dan Terjemahannya, 37. 
16 Ibid, 558. 
17 Imam Hafiz, Abi Daud Sulaiman ibn al- Ash’ath al-sajastani al-Azdi, Sunan Abi Daud, Cet. 1, 
(Beirut : Dar Ibn Hazm, 1998). 334. 



































Para fuqaha sepakat atas diperbolehkannya talak ini, dan 
secara akal dan fikiran ini adalah kuat mengingat bahwa karena talak 
akan dapat terjadi atau dilakukan jika terdapat ketidak harmonisan 
dalam rumah tangga (pada keadaan suami istri).
18
 
Dalam perundang-undangan Indonesia membedakan antara 
perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. 
Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang 




2. Macam- macam dan Alasan Perceraian 
a. Macam-macam perceraian 
Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk 
kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
1. Talak Raj’I  
Talak raj’i yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak 
untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan 
lafal-lafal tertentu,dan istri benar-benar sudah digauli.
20
 
Para ulama mazhab sepakat bahwa yang disebut dengan talak 
raj’i adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali 
                                                             
18Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Cet. 3, Juz. 7, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 357 
19 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. 4, (Jakarta : Pustaka 
Pelajar, 2003), 206. 
20 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 17. 

































kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut dalam masa 
‘iddah, baik istrinya tersebut besedia dirujuk maupun tidak. 
Syaratnya adalah istri sudah pernah di campuri (istri yang dicerai 
sebelum dicampuri tidak mempunyai masa ‘iddah), talak yang 
dijatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan 
sebelumnya suami belum pernah menjatuhkan talak kepada istrinya 
sama sekali atau baru satu kali saja. Wanita yang di talak raj’i 
hukumnya seperti istri, mereka masih mempunyai hak-hak suami 
istri, seperti hak saling mewarisi apabila salah satu dari kedua suami 
istri itu ada yang meninggal sebelum selesainya masa ‘iddah.21  
Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. yang berbunyi: 
 ِرُْتُ َ ْمُكزَّ َر َزَّللَّ   وُقزَّنْت َو  َ زَّ  ِْا   وُص َْأَو زَّن
ِ ِ زَّ  ِِا زَّنُهوُقَِّل َف َا َسِّنا  ُمُتْقزََّل   َذِإ ُّ ِزَّنا    َُّنَْيأ  َ
 زَّ  َنْتنْي ْنَمَو ِزَّللَّ  ُوو ُ ُ َكِْلتَو  ٍَنِّينْبُم  ٍ َ ِ  َ ِ  َِْت َ َْنأ زَّ ِإ َنُْجرْ َ  ََو زَّنِ ِوُيُنْ  ْنِم زَّنُهوُج
 ًرَْمأ َكِاَذ  َ ْنْ   ُ ِْ ُ َزَّللَّ  زَّ  ََا ي ِر َْت  َ ُهَس ْنْ  َمََل   َْقنْف 
ِزَّللَّ  َوو ُ ُ 
 
Artinya : ‚Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu 
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu 
mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan 
hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada 
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari 
rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 
Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang 
melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia 
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 
mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu 
sesuatu hal yang baru‛. (QS At-Talaq : 1).22 
 
                                                             
21Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar,2005), 210. 
22 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an Al-Hikmah dan Terjemahannya,…, 558. 

































2. Talak Ba’in 
Talak ba’in di bagi menjadi 2 macam yaitu:23 
a). Talak Bain Sughrā 
Talak ba’in sughra yaitu talak yang terjadi kurang dari 
tiga kali, keduanya tidak berhak rujuk dalam masa iddah, akan 
tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad baru.
24 
Firman Allah SWT.: 
 َ   َُّنَْيأ  َني ِزَّا   وُنَمآ  َذِإ  ُمُتْحَك َ  ِا َنِمْؤُمْا   زَّ  زَّنُهوُمُتْقزََّل   ْنِم  ِ ْبنْ   زَّنُهوَُّس َ َْنأ  َمَف 
 ْمُكَا  زَّن ِْيَلَع  ْنِم  ٍ زَّ ِع   َنْ و ُّ َت ْنْت  
 
Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu   menikahi 
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu 
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka 
sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang 





Talak ba’in sughra sebagaimana tersebut dalam pasal 
119 KHI adalah :
26
 
(1) Talak ba’in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, 
tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya 
meskipun dalam masa iddah. 
(2) Talak ba’in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
adalah: a. Talak yang terjadi qabla ad-dukhul; b. Talak 





                                                             
23 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 34. 
24 Ibid, 34. 
25 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an Al-Hikmah dan Terjemahannya,…,  424. 
26 Moh. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 
153. 

































b). Talak Bain Kubra  
Talak ba’in kubra yaitu talak yang terjadi sampai tiga 
kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun 
dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah tahlil.
27
 
Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat 
dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan 
setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian 
terjadi perceraian ba’da ad-duhkul dan habis masa iddahnya.28 
Allah SWT berfirman: 
 ْن َِف   ََقزََّل   َ َف  ُّ َِ   ُهَا  ْنِم  ُ  ْنْ    زَّ  َ  َ ِكْننْت  ًجْوَز  َُر ْنْي َ  
 
Artinya :‚Kemudian jika si suami mentalaknya(sesudah talak 
yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal 







b. Alasan-alasan Perceraian  
Alasan perceraian adalah suatu kondisi dimana suami atau istri 
mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali 
pernikahan mereka. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi 
dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan 
untuk memutus/ terputusnya pernikahan.
30
 
                                                             
27 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 36. 
28 Moh. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam,…, 153. 
29 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an Al-Hikmah dan Terjemahannya,…, 36. 
30 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, …, 269-274. 

































1) Terjadinya nusyuz dari pihak isteri 
Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri 
terhadap suaminya.Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran 
perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu 
keharmonisan rumah tangga. Mengenai hal ini al-Qur’an memberikan 
petunjuk, yaitu: 
 ُا َِجّرا   َنوُم زَّونْ  ىَلَع  ِا َسِّنا   َبِ  َ زَّضَف  ُزَّللَّ   ْم َُض ْنْ    ىَلَع  ٍ  ْنْ   َبَِو ۚ ْمِِلِ َوَْمأ ْنِم  وُق َنْ َأ 
 زَّنُهوُظ َِف زَّنُهَزو ُ ُ َنوُف ََتُ تِ زَّ ا َو ۚ ُ زَّللَّ  َظ ِ َ  َبِ ِبْيَغِْلا ٌا َظِف  َ ٌا َِت   َ ُا َ ِ زَّصا َف
 َن َك َزَّللَّ  زَّنِإ  ۗ  ًيِب َ زَّن ِْيَلَع  وُغ ْنْبنْت  ََف ْمُكَن ْ ََأ ْن َِف  ۖ زَّنُهُو ِرْض َو  ِِج َضَمْا   ِ زَّنُهوُر ُْه َو 
 ًّيِلَع  ًيرِبَك  
 
Artinya : ‚Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-
laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka 
(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh 
karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka 
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar‛.(QS.al-
Nisa’: 34).31 
 
2) Terjadinya nusyuz dari pihak suami  
Nusyuz tidak hanya dapat terjadi dan dilakukan oleh istri, 
suami juga dapat berlaku nusyuz. Selama ini sering disalah pahami 
bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja, padahal al-Qur’an 
                                                             
31 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an Al-Hikmah dan Terjemahannya,…, 84. 

































menyebutkan adanya Nusyuz dari suami sesuai dengan ayat al-Qur’an 
dalam surat al-Nisa’ ayat 128, yaitu: 
 ِنِإَو  ٌََأرْم   ْ َف َخ  ْنِم   َِل ْنْ   ًزو ُ ُ  ْوَأ  ًض َرْعِإ  َ َف  َا َنُج  َم ِْيَلَع  َْنأ َم ُنْن ْنْينْ   َحِلْصُي  
 َن َك َزَّللَّ  زَّن َِف  وُقزَّنْتنْتَو  وُنِسْ ُ ْنِإَو ۚ زَّ ُّ ا  ُ  ُنْ َْا  ِاَرِض ُْأَو  ۗ ٌر ْنْيَخ  ُْلُّصا َو ۚ  ًحْل ُ  
 ًيرِبَخ َنوُلَم ْنْت  َبِ  
 
Artinya: ‚Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap 
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi 
keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, 
dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu 
bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu 
(dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan‛. (QS. 
al-Nisa’: 128).32 
 
Kemungkinan nushuz-nya seorang suami dapat terjadi 
dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi 
kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. 
3) Terjadinya perselisihan atau percekcokan antara suami dan istri  
(Shiqaq).33 
Jika dua kemungkinan di atas menggambarkan salah satu 
pihak nushuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka 
kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat 
dalam percekcokan (shiqaq), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, 
sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam hal ini al-Qur’an 
memberi petunjuk dalam surat al-Nisa’ ayat 35, yaitu : 
                                                             
32 Ibid, 99. 
33 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, …,  272-273. 

































 ْنِإَو  ْمُت ِْخ  َ  َق ِ  َم ِِنْينْ   وُث َنْ  َف  ًمَك َ  ْنِم  ِهِلَْهأ  ًمَك ََو  ْنِم   َِلَْهأ  ْنِإ   ً َ ِْإ   َِيُري 
 ًيرِبَخ  ًميِلَع َن َك َزَّللَّ  زَّنِإ  ۗ  َم ُنْن ْنْينْ  ُ زَّللَّ  ِق
ِّفَوُنْي 
 
Artinya: ‚Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-
laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua 
orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya 
Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya 





Dari ayat di atas jelas sekali aturan Islam dalam menangani 
problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakam 
(arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan pada perantara itu 
akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga sendiri. Ini lebih 
mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. 
Ulama’ sependapat bahwa mengirim juru damai itu diperbolehkan, 
apabila terjadi perselisihan antara suami istri tanpa diketahui sebab-
sebab perselisihan itu, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah. 




4) Terjadinya salah satu pihak berbuat zina. 
Hal ini juga disebut dengan fakhisyah, yang mana 
menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.Cara 
penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang 
                                                             
34 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an Al-Hikmah dan Terjemahannya,…, 84. 
35Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali Said 
dan Ahmad Zaidun, Jilid. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 625. 

































didakwakan dengan li’an, Li’an sesungguhnya telah memasuki 
gerbang putusnya pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya 
karena akibat li’an adalah terjadinya talak ba’in kubra.36 




a) Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah 
tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan 
dan hikmah dari pernikahan. 
b) Karena salah satu pihak berpindah agama (murtad). 
c) Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang agama. 
d) Istri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak 
berapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan istri. 
e) Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri. 
f) Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad 
perkawinan (taqliq talak). 
 
Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, alasan-alasan perceraian 
itu adalah: 
a) Suami tidak memberi nafkah. 
b) Suami berbuat aniaya terhadap istri. 
c) Suami ghaib (berjauhan). 
d) Suami dihukum penjara. 
 
c. Akibat Perceraian 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa akibat dari 
perceraian dijelaskan dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 160, yaitu: 
Pasal 149 menjelaskan kewajiban suami setelah perceraian harus 
                                                             
36 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, …, 273-274. 
37 Ibid, 275. 

































memberikan mut’ah kepada bekas istrinya dengan jumlah atau kadar 
yang wajar kecuali bila istrinya qablad-dukhul; memberi nafkah kepada 
bekas istri selama berlangsungnya masa iddah kecuali jika istri tersebut 
dijatuhi talak ba’in atau nushuz dan dalam keadaan hamil; membayar 
lunas mahar yang belum dibayarkan; dan memberikan hak hazanah 
kepada anaknya yang belum berumur 21 tahun. 
Pasal 150 sampai Pasal 151 berisi bolehnya bagi suami untuk 
merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah dan untuk istri yang 
masih dalam masa iddah mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya 
dan tidak menerima pinangan dari orang lain. Sedangkan dalam Pasal 
151 dijelaskan bagi istri berhak menerima nafkah iddah jika dia tidak 
nusyuz. 
Selanjutnya dalam Pasal 153 yang berisi sebanyak enam ayat di 
dalamnya menjelaskan resiko bagi wanita yang bercerai dari suaminya 
untuk melaksanakan iddah yang hitungannya bermacam-macam 
tergantung dari kondisi dimana suami istri tersebut berpisah. Dalam 
pasal itu juga terdapat pengecualian bahwa tidak ada masa iddah bagi 
bekas istri jika bercerai qablad-dukhul. 
Pasal 154 dan Pasal 155 belum beranjak dari masa tunggu 
(iddah) untuk wanita yang bercerai karena khulu’, fasakh, dan li’an 
berlaku juga iddah talak. Sedangkan untuk istri yang ditinggal mati 
suaminya iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari yang dihitung 
sejak kematian suaminya. 

































Sedangkan untuk Pasal 156 menjelaskan akibat dari perceraian 
yang mengatur tentang hak pemeliharaan dan biaya keperluan anak dari 
mulai anak yang belum mumayyiz sampai anak yang sudah mumayyiz 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan perceraian yang terjadi. 
Kemudian Pasal 157 mengatur tentang harta bersama yang harus 
diperhitungkan ketika perceraian terjadi. Sedang Pasal 158 sampai 160 
membicarakan mengenai mut’ah yang wajib dibayarkan oleh bekas 
suami kepada bekas istri dengan syarat-syarat tertentu yang diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam dan Sunnah diberikan oleh bekas suami 
tanpa syarat serta besarnya mut’ah itu sendiri.  
 
C. Syarat-syarat Acara Verstek  
Syarat acara verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian 
pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR. Sedang yang akan 
dibicarakan dalam uraian ini adalah verstek terhadap tergugat. 
Menurut M. Yahya Harahap
38
, syarat sahnya penerapan acara 
verstek kepda tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) 
atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-
syarat sebagai berikut : 
1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut  
                                                             
38 M. Yahya Haharap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 383. 

































2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah  
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi  
Pasal 125 ayat (1) HIR menetukan, bahwa untuk putusan verstek 




1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari siding 
yang telah ditentukan. 
2. Ia atau mereka tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk 
menghadap. 
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut. 
4. Petitum tidak melawan hak. 
5. Petitum beralasan. 
 
Syarat-syarat tersebut di atas harus satu per satu diperiksa dengan 
saksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, 
putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 
1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau 
tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan verstek, gugat 
ditolak. Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata 
ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh 
orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat 
ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka 
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. 
Erfaniah Zuhriah
40
, mengemukakan putusan verstek yang diatur 
dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 
                                                             
39 Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 
P raktek, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 26. 

































R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. 
Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, 
yaitu : 
1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari siding 
yang telah ditentukan. 
2. Ia atau mereka tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk 
menghadap. 
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut. 
4. Petitum tidak melawan hak. 
5. Petitum beralasan. 
 
 
                                                                                                                                                                      
40 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia, (Malang; UIN-Malang Press, 2008), 275 


































DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR :2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang 
1. Sejarah Pengadilan Agama Malang 
a. Masa sebelum Penjajahan  
Sebelum datang peradaban hindu ke Indonesia peradilan yang 
berlaku di kalangan masyarakat adat adalah Peradilan Pepaduan 
(Peradilan hindu) yangmerupakan persidangan majelis tetua-tetua adat 
dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban hindu timbulahkerajaan 
yang disebut Peradilan Perdata. 
Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah 
perubahan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan 
perdata kemudian diubah menjadi peradilan Surambi yang bersidng di 
serambi masjid agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua 
dengan di dampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu  
Peradilan Serambi bukan saja sebagai peradilan umum tetapi juga 
sebagai penasehat raja. 
Peradilan Surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang 
bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami’) yang berada di sebelah barat 
alun-alun kota Malang.
1 
                                                             
1 Profil Pengadilan Agama Malang, dalam http://www.pamalangkota go.id/index.php/profil/ 
tentang/visi-misi-2, di akses pada tanggal 19 April 2018. 

































b. Masa Kemerdekaan 
Berdasarkan PP No. 5 / SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan 
Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada 
di bawah Departemen Agama  setelah selesai perjuangan Kemerdekaan 
Republik Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat No. 1 / 1951 
Peradilan Agama masih tetap berlaku. 
Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah 
Belanda sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie (Konperensi Meja 
Bundar) Pengadilan Agama gerilya dihapus dan kembali ke Malang, 
sedangkan K.H.M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala 
Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan 
Merdeka Barat no. 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan 
selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di 
Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan 
Bantaran Gang Kecamatan no. 10. 
K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti 
oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang 
menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. 
Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) 
KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang). 
Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan malah menurut 
undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan 
Peradilan Khusus. Sayang setiap khusus tadi masih juga terbatas 

































dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas 
dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan 
keputusannya. 
Tidak adanya kekuasaan yang bebas dimaksud dikarenakan, 
keputusan-keputusan Pengadilan agama masih harus diajukan kepada 
Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan 
(execution verklaring), ini memberikan bagi peradilan untuk 
mempersoalkan apak prosedur pemutusannya sudah benar atau belum, 
begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih 
alternatif lain dari hukum adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan 
dari Pengadilan Negeri dimaksud adalah karena ketiga macam peraturan 
Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian. 
c. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan 
Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak 
kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. 
Sejak saat Peradilan  Agama mengalami perkembangan yang relatif 
cepat. Kendati masih ada beberapa problema dan kekurangan yang 
diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum 
yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan mengenai harus 
dikukuhkanya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak 
dimilikinya fungsi kejurusitaan dan sebagainya. 

































Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian 
Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di 
jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. 
(Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan 
kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas 
Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan  Daftar 
Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di jalan 
R. Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi 
di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas 
Ketua. 
d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  yang 
dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta 
kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka 
sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. 
Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-
perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat 
tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 
alinea ketiga), yaitu mereka beragama Islam Peradilan Agama kini 
sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat 
mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, 
seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan 

































Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi 
kejurusitaan. 
Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh drs. 
H. Muhadjir, SH. Dan drs. Abu Amar, SH., dalam perkembanganya 
kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu 
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan 
Kepanjen – Kabupaten malang dan Pengadilan Agama Kotamadya 
Malang yang tterletak di Jalan R. Panji Suruso No. 1 Malang, Drs. Abu 
Amar, SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 
sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. 
Zabidi, SH. 
 
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Malang  
Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso 
No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan 
kedudukan antara 705’ – 802’ LS dan 1126’ – 127’ BT. 
Batas wilayah Kota Malang adalah: 
 Sebelah Utara  : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis 
 Sebelah Timur  : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 
 Sebelah Selatan  : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 
 Sebelah Barat  : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau 

































 Pengadilan Agama Malang terletak di keketinggian 440 sampai 667 
meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. 
Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden 
Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai 
ditempati pada tahun 1985.Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama 
Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota 
Batu.Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan 
pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan 
Presiden (keppres) No. 35 tahun 2002.Dalam keppres tersebut, secara 
nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya 
Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) 
yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan 
Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, 
yaitu: 
1. Kecamatan Kedungkandang 
2. Kecamatan Klojen 
3.  Kecamatan Blimbing 
4. Kecamatan Lowokwaru 
5. Kecamatan Sukun 
Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi 
Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi 
bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan 
didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut 

































wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu 
ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang 
(Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi 
wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ 
yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama 
Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi 
Pengadilan Agama Malang (Kota).
2
 
Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati 
lahan seluas 1.448 m2 dengan luas bangunan 844 m2 yang terbagi dalam 
bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang 
pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, 
hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami 
perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan 
DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 
Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. 
Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi 
gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 
lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang 
Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang 
Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Saat ini, Pengadilan 
Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan 
                                                             
2 Ibid. 

































gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan 
diprediksi akan selesai pada akhir Nopember ini (2010). 
Wilayah kota Malang meliputi beberapa kecamatan yang tiap-tiap 
kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan, antara lain : 
1. Kecamatan Sukun terdiri dari 11 Desa 
2. Kecamatan Klojen terdiri dari 11 Desa 
3. Kecamatan Blimbing terdiri dari 11 Desa 
4. Kecamatan Lowokwaru terdiri dari 12 Desa 
5. Kecamatan Kedung Kandang terdiri dari 11 Desa 
6. Kota batu Semua Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kota Batu.3 
 
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Malang 
Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
wakaf, zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari’ah. 
Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut : 
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 
                                                             
3 Ibid. 

































kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
4
 
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan 
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, 
baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun 
administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 
pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 
Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, 
Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah 
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 
sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 
No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 
kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor 
KMA/080/VIII/2006). 
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 
diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 
2006). 
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, 
                                                             
4 Ibid. 

































keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ 
VIII/2006). 
6. FungsiLainnya: 
a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 
dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam 
dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun2006). 
b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang 
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
 
4. Kepemimpinan Pengadilan Agama Malang 
Sejak berdirinya Agama Malang Sampai sekarang telah 
mengalami beberapa pergantian kepemimpinan yaitu : 
NO   NAMA PERIODE 
01.   KH. MOH. ANWAR MULYOSIGONDO - 
02.   KH. ACH. RIDWAN - 
03.   KH. ACHMAD MUHAMMAD - 
04.   KH. MOH. ZAINI - 
05.   KH. ZB ARIFIN - 
06.   Drs. M. DJAZULI - 
07.   Drs. YUSUF ILYAS, SH. – 1992 
08.   H. MUHADJIR SIDIQ, SH. 1992 – 1995 
09.   Drs. ABU AMAR 1995 – 1997 

































10.   Drs. ZABIDI, SH 1997 - 2001 
11.   Dr. H. SAIFUDDIN NOORHADI, SH.M.Hum 2001 – 2002 
12.   Drs. H. MUHTADIN, SH. 2002 – 2004 
13.   Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH. 2004 - 2006 
14.   H. MOCH. THAIF, SH. 2006 – 2008 
15.   Dra. HJ. UMI KULSUM, SH. 2008 – 2010 
16.   Dr. H. IMRON ROSYADI, SH., MH. 2010 – 2013 
17.  Drs. H. A. IMRON, AR., SH. 2013 – 2015 




5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang Kelas IA 
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang adalah berbentuk 
garis lurus.Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada 
setiap pimpinan dari Yang teratas sampai yang di bawahnya. 
1. Ketua   : Drs. Waluyo, S.H. 
2. Wakil Ketua  : H. A. Rif’an, S.H., M.Hum. 
3. Hakim  
a. Dra. Hj.St.Aminah, M.H. 
b. Dra. Hj. Ummi Kalsum Hs Lestaluhu, M.H. 
c. Dra. Nur Lina 
d. Drs. Manjid Lughowi 
e. Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H. 
f. Drs. Abd Rouf, M.H. 
g. Drs. Umar D. 
h. Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. 
                                                             
5 Ibid. 

































i. Drs. H. Abdul Kholik  
j. Drs. Hj. Laila Nur Hayati, M.H. 
4. Panitera  : H. Nurul Huda, S.H. 
5. Wakil Panitera : H. Zainuddin, S.H. 
6. Panitera Muda Permohonan : Djazilatur Rachmach, S.H. 
7. Panitera Muda Gugatan : Taryono Reksowardoyo, S.H. 
8. Panitera Muda Hukum : Kasdullah, S.H., M.H. 
9. Panitera Pengganti  
a. Dra. Isnadiyah  
b. M. Khoirudin, S.H. 
c. Nur Cahyaningsih, S.H. 
d. Hj. Mustiyah, S.H. 
e. Ery Handini, S.H. 
f. Yunita Eka Widyasari, S.H. 
g. Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H. 
h. Hj. Leni Hidayati, S.E., M.H. 
i. Mutiatulillah, S.H. 
j. Happy Agung Setiawan, S.H. 
10. Jurusita / Jurusita Pengganti : Samino, S.Kom. 
11. Sekretaris : H. Maulana Musa Sugi Alam, S.H. 
12. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan 
Pelaporan : Muhammad Irfan, S.H. 

































13. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : 
Dewi Khusna, S.Ag. 
14. Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan : Andi Risa Nur A., S.H., 
M.Hum. 
15. Staff : Siswanto.6 
 
B. Deskripsi Putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. 
1. Duduk Perkara  
Pada tanggal 19 Desember 2017 telah mengajukan permohonan 
cerai talak, yang telah di daftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan 
Agama Malang dengan nomor perkara 2302/Pdt.G/2017/Mlg. Pengadilan 
Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam 
tingkat pertama, pada persidangan majelis hakim telah menjatuhkan 
putusan pada perkara cerai talak antara pemohon selaku suami yang saat 
itu berumur 41 tahun dan beragama Islam, pemohon merupakan karyawan 
swasta, dan berpendidikan SMA, pemohon semula bertempat tinggal di 
Kota Malang, dan sekarang tetap bertempat tinggal di Kota Malang. 
Melawan Termohon selaku istri berumur 32 tahun, dan beragama Islam, 
termohon merupakan ibu rumah tangga, dan pendidikan termohon adalah 
SMA, bertempat tinggal di Kota Malang.
7
 
                                                             
6 Ibid. 
7 Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg, 1. 

































Pemohon memaparkan keinginannya di surat permohonannya yang 
diantaranya berisikan agar hakim berkenan memberikan putusan 
mengabulkan permohonan cerai talak dan memberi izin terhadap pemohon 
untuk bisa mengucapkan ikrar talak pada termohon di hadapan sidang 
pengadilan agama Malang serta membebankan kepada pemohon untuk 
membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 28 Mei 2006 
berdasarkan Akta Nikah Nomor :........., yang dikeluarkan oleh Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 29 Mei 2006. 
Setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah 
kontrakan yang beralamat di Jalan Dali Selatan Kecamatan Sukun Kota 
Malang, setahun kemudian mereka pindah kerumah pemohon yang 
beralamat di Kota Malang selama kurang lebih 10 Tahun. Selama 
pernikahannya pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak yang 
bernama: 
a. Anak I berumur 11 tahun. 
b. Anak II berumur 7 tahun. 
Awalnya kehidupan pemohon dan termohon berjalan harmonis 
Namun kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan 
terjadi Perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga pemohon dan 
termohon dimulai sejak bulan Mei tahun 2014 dengan beberapa sebab, 
karena termohon sering merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan 
oleh pemohon, padahal pemohon sudah brusaha keras untuk mencukupi 

































nafkah keluarganya. Dan Termohon keras kepala dan sering memaksakan 
kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat Pemohon.  
Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi termohon sering 
mebentak-bentak dengan kata-kata yang tidak mengenakkan hati serta 
termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon. Sehingga Puncak 
perselisihan diantara keduanya terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 yang 
berakibat perginya Termohon dari rumah dan bertempat tinggal di rumah 
orang tuanya sendiri yang beralamat sebagaimana tersebut selama kurun 
waktu 2 bulan.  
Dengan keadaan yang seperti ini kemudian Pemohon berkesimpulan 
bahwasannya rumah tangga diantara keduanya tidak dapat dilanjutkan dan 
Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan meneruskan 
hidup berumah tangga dengan termohon, karena kebahagian dan 
ketentraman rumah tangga tidak mungkin di capai sesuai dengan tujuan 
perkawinan. 
 
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim  
Oleh karena termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak 
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya 
meskipun telah di panggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya 
di bacakan didepan sidang, dan ternyata ketidak hadiran termohon tersebut 
bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu termohon di 

































nyatakan tidak hadir. maka persidangan di periksa dan putusan dijatuhkan 
secara verstek berdasakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan 
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepajang 
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim 
membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. 
Dalam persidangan majelis hakim pun juga memberikan nasehat agar 
pemohon berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan termohon, akan tetapi 
tidak berhasil.  
Hal yang melatar belakangi pokok permohonan pemohon adalah 
agar Pengadilan Agama Malang memberi izin kepada pemohon untuk 
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di depan sidang pengadilan 
agama malang dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon sering 
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Pertama 
termohon sering merasa kurang atas nafkah yang di berikan oleh pemohon 
padahal pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga 
dan yang kedua termohon keras kepala dan sering berkata kasar kepada 
pemohon, termohon juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam 
rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat pemohon. Ketiga 
ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi termohon sering membentak-
bentak pemohon dengan kata-kata yang menyakitkan hati, dan termohon 
sering meminta cerai kepada pemohon.
8
 
                                                             
8Ibid, 2. 

































Sampai pada akhirnya bulan oktober tahun 2017 pemohon pergi 
meninggalkan termohon dan bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon 
sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga 
sekarang. Padahal termohon sudah diketahui tempat tinggalnya akan tetapi 
tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya. 
Sehingga pemohon membuktikan dalil permohonannya di hadapan 
Pengadilan dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi untuk dapat 
memenuhi syarat-syarat formil agar bisa bernilai sebagai alat bukti yang 
sah. 
Maka dari itu tuntutan yang di kemukakan pemohon dengan 
berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan pemohon , Majelis hakim akhirnya 
mempertimbangkan tuntutan pemohon berdasakan bukti P-1 berupa 
Fotokopi Kartu Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah 
bermaterai dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi 
syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan 
mengikat. Bukti lain adalah bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah yang 
merupaka akta otentik dan bermaterai dan sesuai dengan aslinya. Bukti 
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.  
Setelah mendengar keterangan saksi 1 dan 2 sesuai dan cocok antara 
satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut 
memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 
saksi 1 dan saksi 2 pemohon, terbukti kejadian tersebut sebagaia berikut : 

































Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Mei 2006 sesuai 
agama Islam, kemudian tinggal bersama dan dikarunia 2 orang anak. 
Selama 3 tahun terakhir antara keduanya terjadi perselisihan dan 
pertengkaran yang berakibat berpisahnya keduanya selama kurang lebih 3 
bulan, dan upaya untuk merunkunkan kembali tidak berhasil. Berdasarkan 
fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut: 
1. Rumah tangga keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 
secara terus-menerus. 
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya pisah rumah. 
3. Keduanya tidak dapat dirukunkan kembali oleh keluarga.9 
Fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide asal 19 huruf (f) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Isam, yaitu: 
“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal ini 
juga  telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah 
Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang 
mengandung abstraksi hukum bahwa “Cekcok, hidup berpisah tidak dalam 
satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk 
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang 
cukup beralasan sesuai alasan perceraian”. 
                                                             
9 Ibid, 8. 

































Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan pemohon 
belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan mengenai izin 
talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh 
karena itu dapat dikabulkan. Karena perceraian talak tersmasuk adalah 
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon. 
 
3. Amar Putusan 
1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan 
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang; 
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 




                                                             
10Ibid, 10. 


































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN 
Nomor 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg 
 
A. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Cerai Talak karena 
istri menuntut Nafkah Melebihi kemampuan suami  (Studi Putusan Nomor 
2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)  
 
Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Malang yang menangani Perceraian dengan alasan-alasan yang salah satunya 
Karena  istri menutut nafkah melebihi kemampuan suami, harus mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil 
suatu keputusan. Agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang 
berperkara, seperti halnya dalam perkara Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. 
Tentang Cerai Talak, dalam tuntutan subsider Pemohon memohon kepada 
majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya. 
Bahwa pada hari sidang pertama dan kedua sebagaimana yang telah 
ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan 
Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang 
lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah 
dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam 
sidang, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan 
yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR yaitu putusan 
yang di jatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang 

































berdasarkan hukum yang beralasan. Bahwa majelis hakim telah menasehati 
Pemohon agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi 
Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan 
Termohon. 
Dalam pelaksanaan sidang selanjutnya termohon tidak hadir dan tidak 
menyampaikan bantahan terhadap permohonan pemohon saat proses 
persidangan berlangsung, namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran 
dan keadilan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1970, majelis 
berpendapat bahwa pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya. 
Sehingga akhirnya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti 
P-1, dan P-2, serta saksi 1 dan saksi 2 yang selengkapnya akan di 
pertimbangkan lebih lanjut. 
Dalam fakta hukumnya rumah tangga pemohon dan termohon telah 
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang menjadi 
penyebabnya adalah karena termohon sering merasa kurang atas nafkah yang 
telah pemohon berikan, padahal pemohon sudah berusaha keras untuk 
menafkahi keluarga. Dan  akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut 
menyebabkan pemohon dan termohon pisah rumah dan tidak dapat rukun 
kembali dalam rumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide asal 19 huruf 
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Isam, 

































yaitu: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga. 
Hal ini juga  telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 
Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi 
hukum bahwa “Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman 
bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupanbersama 
dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan 
perceraian”. 
Kondisi rumah tangga Pemohon  dengan Termohon sudah terjadi 
perselisihan dan pertengkara dan berlanjut dengan perpisahan selama kurang 
lebih 2 bulan, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan 
Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi 
karena apabila dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan 
dan madlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang 
adil adalah perceraian, oleh karena itu Hakim juga mengutip Kaidah Hukum 
Islam yang tercantum di dalam Kitab Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I 
halaman 83, yang berbunyi: 
دحَقحَو  حُ حَ حَ حْا حَا حَ حْ 
حِ   حَا حَ حِ   حِ حَ طَّلا   حَ حْ حِ   حُ حِ حَلحْ حَ   حُا حَ حَحْا   حِ حْ حَ حْوطَّلا   حْحَ حَو  حْد
حِ حَ   حَه حْ 
حِف حُعحَف حْ نحَ   حَصحَ   حٌ حِ   حِ حَو  حٍ حُ حُ  
 حُ حْ حَ حَو  حُ حِ حْصحَ   حُ حَلحِ طَّا   حُا حَوطَّلا   حُاحَاحْ حُ   حْ
حِ   حِحْ حَ   حْ حَا حٍ حْوحُا  حَا حَ حْ 
حِ حْ 
حِ   حُا حَنحْ حَ   حْ حَ   حَ حُ حْحَ   حَل حَ   
حِدحَ حَ   حِ حْ حَ حْوطَّلا  
 حِ حْ حِحّ ا حِ  ء لم  د   حٌ حْ حُ   حَ حَوو حَ   حْحَ  حُا حَ   حِ حْوحُا  
حِحَا حَدحَ حْا  
 
 



































Artinya :“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga 
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi 
nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh 
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah 
satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah 
aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”; 
 
Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 
dalil permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan 
pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) 
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan pemohon agar 
pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 
terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang dapat 
dikabulkan dan dikarenakan termohon tidak pernah hadir di muka sidang 
meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak 
hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka termohon 
dinyatakan tidak hadir. Maka karena permohonan pemohon telah memenuhi 
alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 125 HIR 
permohonan pemohon di kabulkan dengan verstek dalam perkara yang 





































B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan 
Permohonan Cerai Talak karena istri menuntut Nafkah Melebihi kemampuan 
suami dalam putusan Nomor. 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. 
 
  Berdasarkan dasar hukum hakim yang telah di paparkan pada 
pembahasan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan tentang analisis 
putusan Nomor. 2303/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tentang Cerai Talak Karena Istri 
menuntut nafkah melebihi kemampuan suami berdasarkan hukum Islam. 
Perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama  Malang, bahwa 
Majelis Hakim telah mengabulkan seorang suami sebagai Pemohon untuk 
bercerai dengan istrinya  (Termohon), dikarenakan istri menuntut nafkah 
melebihi kemampuan suami. Dalam putusan Nomor 
2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Dari fakta hukum menyebutkan bahwa benar dalam 
perkara tersebut rumah tangga Pemohon  dan Termohon telah terjadi 
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering merasa 
kurang atas nafkah yang sudah diberikan pemohon, padahal pemohon sudah 
berusaha keras untuk menafkahi keluarga sehingga terjadi perpisahan kurang 
lebih 2 bulan lamanya dan tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, sehingga 
Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan PP.Pasal 
19 huruf (f) UU Nomor.1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 huruf (f). “Antara 
suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. 
Setelah penulis mengamati pertimbangan hukum yang diambil oleh 
Hakim untuk dijadikan dasar dalam menetapkan perkara perceraian sudah 

































sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia, karena penulis 
memandang alasan-alasan yang disampaikan suami sebagai Pemohon  
dianggap beralasan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 huruf 
(f) PP. Nomor. 9. Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 
dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga 
bahagia lahir batin tidak dapat diwujudkan. 
Penulis menilai, putusan perceraian di Pengadilan Agama Malang, 
Nomor perkara 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. yang diajukan seorang suami 
disebabkan karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami padahal 
suami sudah berusaha keras untuk menafkahi keluarga, dan apabila 
perkawinan tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya 
penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak. 
Penulis juga menilai beberapa faktor lain penyebab terjadinya 
perceraian ini menurut Hukum Islam adalah Syiqa>q, Syiqa>q adalah adanya 
pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan. Sejalan 
dengan permohonan cerai ini, antara Pemohon  dan Termohon sudah tidak ada 
upaya untuk bisa dilanjutkan kembali hubungan keluargannya. Sehingga 
perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Ketentuan tentang 
syiqa>q dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat an-Nisa’ ayat 35: 
 حْ حِ حَو  حْ حُ حْف
حِ   حَا حَ حِ   حَ حِه
حِنحْ حَ   حُثحَ حْ  حَف   ًحَ حَ   حْ حِ   حِ
حِ حْوحَ    ًحَ حَ حَو  حْ
حِ   حَهحِ حْوحَ   حْ حِ  حُطَّللَّ  حِ 
حِحّفحَ حُ    ً حَلَحْ حِ   حَد حِحُ  
 ً حِ حَ    ً حِ حَ  حَ  حَك حَطَّللَّ  طَّ حِ  ۗ  حَ حُهحَ ن حْ حَ  
 
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 

































hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal”. 
 
Bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan 
terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. 
Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, 
maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah 
tercapai dan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. 
Majelis hakim juga mengutip Kaidah Hukum Islam yang tercantum 
di dalam Kitab Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang 
berbunyi: 
دحَقحَو  حُ حَ حَ حْا حَا حَ حْ 
حِ   حَا حَ حِ   حِ حَ طَّلا   حَ حْ حِ   حُ حِ حَلحْ حَ   حُا حَ حَحْا   حِ حْ حَ حْوطَّلا   حْحَ حَو  حْد
حِ حَ   حَه حْ 
حِف حُعحَف حْ نحَ   حَصحَ   حٌ حِ   حِ حَو  حٍ حُ حُ  
 حُ حْ حَ حَو  حُ حِ حْصحَ   حُ حَلحِ طَّا   حُا حَوطَّلا   حُاحَاحْ حُ   حْ
حِ   حِحْ حَ   حْ حَا حٍ حْوحُا  حَا حَ حْ 
حِ حْ 
حِ   حُا حَنحْ حَ   حْ حَ   حَ حُ حْحَ   حَل حَ   
حِدحَ حَ   حِ حْ حَ حْوطَّلا  
 حِ حْ حِحّ ا حِ  ء لم  د   حٌ حْ حُ   حَ حَوو حَ   حْحَ  حُا حَ   حِ حْوحُا  
حِحَا حَدحَ حْا  
 
Artinya :“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga 
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi 
nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh 
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah 
satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah 
aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”; 
 
Sehingga permohonan pemohon terhadap Termohon dengan alasan 
tersebut di atas cukup beralasan hukum, dengan demikian permohonan 
pemohon patut dikabulkan. 
Pada dasarnya dikabulkannya permohonan  cerai talak pada kasus 
istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami, oleh Hakim Pengadilan 

































Agama Malang bukan murni disebabkan oleh istri menuntut nafkah melebihi 
kemampuan suami, tetapi terlebih karena telah mengakibatkan perselisihan 
dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa diharapkan lagi 
keharmonisanya dan kondisi yang terakhir inilah yang dibenarkan oleh 
Undang-undang sebagai alasan untuk mengajukan cerai talak. 
Maka penulis menilai bahwa sesungguhnya putusan Hakim sudah 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang karena dasar pertimbangan 
hukumnya mengacu pada pertimbangan terakhir ini, jadi dapat disimpulkan 
bahwa dasar pertimbangan Hukum Hakim menerima cerai talak  itu tidak 
murni karena sebab alasan permohonan yang tercantum dalam posita tetapi 
lebih didasarkan kepada akibat  sebab. 
 





































Dari beberapa pembahasan maka hasil penelitian ini bisa disimpulkan 
antara lain : 
1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak dalam 
putusan Nomor. 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. yaitu Adanya alasan karena istri 
menutut nafkah melebihi kemampuan suami telah menyebabkan antara 
suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, fakta hukumnya 
telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, vide asal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim 
mengabulkan permohonan suami karena tidak bisa di damaikan lagi. 
2. Analisis hukum Islam terhadap Pertimbangan hakim dalam mengabulkan 
permohonan cerai talak putusan Nomor. 2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Dalam 
pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan vide 
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 116 
huruf (f) telah sesuai dengan hukum Islam, karena meskipun perceraian 

































dikarenakan istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami didalam 
undang-undang tidak disebutkan sebagai alasan perceraian tetapi istri 
menuntut nafkah melebihi kemampuan suami menjadi sebab terjadinya 
syiqaq. Syiqaq adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak 
mungkin dapat didamaikan lagi, sebagaimana firman Allah SWT, dalam 
Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 35. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan 
beberapa saran yang diantaranya : 
1. Kepada pengadilan agama sebagai lembaga yang berperan untuk 
menegakkan hukum hendaknya dalam memberikan putusan lebih 
memperhatikan dan memfokuskan pada alasan perceraian yang diajukan 
oleh para pencari keadilan dan mencari penyebab terjadinya perceraian 
secara mendalam dan berusaha semaksimal mungkin untuk 
mendamaikannya. Agar dikemudian hari tetap terus menjunjung tinggi 
kebenaran dan keadilan untuk kemaslahatan umat. 
2. Kepada para pihak yang akan melangsungkan pernikahan untuk lebih 
memahami dan mengerti kepribadian calon pasangannya agar ketika sudah 
terikat dalam sebuah ikatan pernikahan masing-masing pihak bisa saling 
memahami dan menghargai sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis 
dan bahagia. 
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